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Menimbang : a' bahwa berdasarkan ketentuan pasar 137 huruf b dan huruf cperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 yang mengamanatkan
bahw-a Sisa

sebelumnya

lebih Perhitungan Anggararr (SiLpA) tahun
merupakan penerimaan pembiayaan yang

,(

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan ilOir*
serta kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan;

b. bahwa berdasarkan laporan Hasil Monitoring Fisik pekeq.aan

Pembangunan Jalan DAK Tambahan Ruas Tondok Iring _ lea
CS TA. 2016 (DPAL/Utang) Nomor 7ol,7o2/2ilrnsp/v/2OtB
Tanggal 12 Mei 2018, untuk menganggarkan DPAL dan Utang
kegiatan/ pekerjaan Tahun Anggsran 2016 dalem

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana r{imgksud

pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Perahrran Bupati
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (A^
,l
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Mengingat : 1' Undang-Unda,g Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor 74 Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g22);

2. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
l(olusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik I
Tahun l999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara
lndonesia Nomor 3g51);

tentang

Korupsi,

ndonesia

Republik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentalg Keuangan
Negar-a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tlntangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repr-r blik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 teltangfu-..ito., f,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunal Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tu_bi;;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 terrtang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemeriqtalran
Daerah (Lembaran Neg;ara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Iembararr Negara
Republik Indonesia Nomor zKigg);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang pembentukan
Peraturan perundaag_Undangaa (Lembaran Negara REpublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tamlahan Lembaran
\!^-^-^ D^-.-r-t;r-, r afl,

J
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
'|ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No;or S

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791;

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangal Badan l,ayanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
. Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O5 Nomor 49, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O05 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega.ra Republik

lndonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan Icmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577\;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelo'laan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan lembaran

/

L

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I
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18. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman penyusunan dan perrerapan Standar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

19. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tefltang
Pelaporal Keuangan dan Kineq.a Instansi pemerintah
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran

161a\
Negara Republik Indonesia Nomor

I

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pembagian dan pemanfaatan Intensif pemungutan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S16l);

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 terltarrg /,
Pedoman Pembinaan dan penga.wasan penyelenBqaraan

Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73);

22. Peraturan Presiden Nomor lO7 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2017
Nomor 244);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimala
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310); 
I

24. i)eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

l-c-ntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

226|PMK.O7 l2ol7 tentar:g Perubahaa Rincian Dana Desa

Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018;

26. Peraturan Daerah Kabupa.ten Tana Torqia Nomor 2 Tahun

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Oaerafr

sebagaimana telah diubah dengan Perantran Daerah

L
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Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja
Nomor 2 Tahun 200g tentarg pokok_pokok pengelotaan
Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun
2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;

28. Peratural Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor g Tahun
2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20lg ( Iembaraa Daerah Tahun 2017
Nomor 8);

29. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2g Tahun 2Ol7 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah rahun
Anggaran 201g, (Berita Daerah Kabupa.ten Tana Tora-ia
Tahun 2017 Nomor 30) sebaqaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 20lg tentang
Perubahan atas peraturan Bupati Bupati Tana Toraja Nomor
28 'l'ahun 2017 Tentang penjabaran Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

/

MEIUTUBBAIT:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TANA TOR]q^IA NOMOR 28 TAHUIT 2OI7
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BF]I,ANJA DAERAH TATiUN ANCGARAN 2018.

Pasal I
rle berat';r ,(erenlLlan daram peraturan Bupati rana Toraja Nomor 2g rahun
2017 tenterng Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, (Berita Daerah Kabupa.ten Tana Toraja Tahun 2017 Nopor
30); sebagaimaaa telah diubah dengan perattrran Bupati rana Toraja Nomor 2
Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas peraturan Bupa.ti rana Toraja Nomor 2g
Tahun 20i7 Tentang Penjabaran Anggaran pendapa.tan dan Beranja Daerah
Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 20lg terdiri atas:

1 pendapatan I

a. Pendapatan Asli Daerah
Semula Rp 160.000.000.000,00

l

Bertambah/Berkurang RP 0,00



u

b. Dala Pedobaagen
Semula

Bertambah/ Berkurang

Menjadi

802.437.879.000,o0

0,00

Rp ACZ.4S7.A79.(XX),OO

Rp

RD

c

Julrlah Pendapatan

Semula

Bertambah/Be

Ueqfadt

BelanJa

a. Belanja Tidak I^angsung

i) Belanja Pegawai

Semula

Bertambah/ Berkurang

Menjadi

Laln-laln Pendapatan D..nh
yang sah

Semula

Berta inbah/ Berkurang

Menjircli

198.746.893.000,00

0,00

Rp

RD

Rp 198.7.16.893.000,00 /

Rp

Rp

1.16r.184.772.O00,00

0,00

2

2l Belanja Hibah

Semula

Bertambah / Berkurang

Menjadi

3) Belanja bantuan sosial
'Semula

Bertambah/ Berkurang

Menjadi

4l Belanja bagi hasil
Semula

Bertambah/ Berkurang

Menjadi

5) Belanja bantuar keuangan

Semula Rp

Bertambah / Berkuraff Ro

Rp 1.161.t',4.772.O(Xr,(X'

356.620.3 r8.094,00

0,00

Rp 366.62O.3It.O94,OO

7.275.500.O00,00

0,00

7.275.s(xr.(xxr,

128.000.000,00

0,00

12E.(XXr.(XrO,(X'

1.007.s00.000,00

0,00

Rp t.oo7.5oo.o@,oo

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

RD

l6l.484.285.906,00
o,oo h
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Menjadi

6) Belanja tidak terduga

Jumtah Belanja Tidak
Iangsung

Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

b. Belanja langsung
1) Belanja pegawai

Semula

Bertambah/ Berkurang
Menjadi

2) Belanja Barang dan Jasa
Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

3) Belanja Modal
. Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

Jumlah Belanja Langsung
Semula

Bertambah/Berkurang

Menjadi

rJurrrlch Belaqia
Semula

Bertambatr/Berkurang

Uenjadl

151.484.285.906,00

r.594. r68.ooo,oo

Rp

Rp

Rp 0,00

Rp

Rp

Rp 1.594.168.o(x),oo

a2A.Kr9.,t71r.@o,op

oroo
Rp 62A.K8.772.Ooo,(x,

7l.80l.l48.OOO,OO

0,00

Rp 71.to1.148.@,op

,(

Rp

Rp

R

Rp 293. I r8.478.000,00

0,00

Rp 29e.llB.478.O0O,OO

Rp

Rp

291.730.974.000,00

6.084.015.600,00

Rp

RD

Rp 297.814.989.600,00

658.07s.000.000,00

6.084.015.600,00

Rp 554.159.O15.6OO,(X)

1. 186. r 84.772.(XrO,(x,

6.Ot4.O15.6q),OO

Rp 1.192.26a.7A7.6q),OO

Rp

Rp

Surplus/Defislt Rp (31.O84.Ors.6oqool a.
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30.000.000.000,00

6.084.01s.600,b0

36.O84.Ol5.6I0OIX'

5.000.000.000,00

0,o0

5.qm.(xxr.qx),oo

Jumlah Pembla5raea lletto
Semula

Bertaobah/Berkunag
MeaJadl

25.(XXl.(XXr.(xXr,OO

6.O84.O15.6q),q'

3t.o84.Ot5.5OO,OO

Sise leblh p,embleyara
enggara! o,oo

2. [^ampiran I dan Lampiran II, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lam'r;r'i,:r II )craturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak

terpis{rhkan.

Pasal II

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannys dalnm Berita Daerah Kabupaten Tana

Toraja. I

Pembiayaan

1) Penerirnaan Pernbiayaan

Semula

Bertambah/ Berkurang

Menjadi

2l Pengeluaral Pembiayaan

Semula

Bertambah/ Berkurang

Menjadi

Rp

Rp

NP

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Ditetapkan di Makale

LffiS^r,"fl1fffi.w

IIIOODEIIU S BIRINGXAICAE /

l)iundarrsl(.r n di Mukale
pada tanjgal, tt Uri fa tt
PIt. SEKRE DAERAH KABUPATEIY TATA TOR}JA

AEIUEL BT'RA
BERITA DAE H KABUPATEN TANA TORA"'ATAHUN 2018 NOMOR 12


